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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
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4 September 2025

Nomor : 500.12.3/5797/Bangda
Sifat Penting
Hal Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian melalui Perlindungan

Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia

2. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia

Dalam rangka menjamin Perlindungan Kawasan/Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta mendukung
Asta Cita Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

i

Pemerintah Daerah agar menjamin perlindungan lahan pertanian pangan melalui
penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan/atau Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta melakukan pengawasan terhadap
efektivitas penetapan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengendaliannya.

. Diminta kepada Gubernur untuk:
a.

Mengendalikan alih fungsi lahan (sawah) dengan penetapan KP2B melalui
mekanisme penetapan dan/atau peninjauan kembali peraturan daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta memperhatikan data Lahan Baku
Sawah (LBS) Nasional terkini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,;

Menyusun mekanisme insentif perlindungan KP2B dalam kebijakan daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Mendorong Bupati/Wali Kota untuk memprioritaskan KP2B dalam RTRW dan
LP2B dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan kebijakan daerah terkait
KP2B atau LP2B.

. Diminta kepada Bupati dan Wali Kota untuk:
a.

Mengendalikan alih fungsi lahan (sawah) dengan penetapan KP2B dan/atau
LP2B melalui mekanisme penetapan dan/atau peninjauan kembali peraturan
daerah tentang RTRW dan peraturan kepala daerah tentang RDTR serta
memperhatikan data LBS Nasional terkini sebagaimana diatur dalam
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Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional;

b. Menyusun mekanisme insentif perlindungan KP2B dan/atau LP2B dalam
kebijakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Memperkuat pengawasan dan melakukan penegakan hukum dalam hal terjadi
pelanggaran alih fungsi KP2B dan/atau LP2B sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Restuardy Daud
Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional; dan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
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